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Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa)
di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu
dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah
SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan.” (Qs Shad: 26).

! Al-Qur’an, Q.S Shod Ayat 26, (Kudus : Menara Kudus,2018)
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ABSTRAK

Nurul Husin, 2022: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam
Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Studi Kasus Di Desa Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)”

Kata Kunci : Pengelolahan Dana Desa, Pembangunan Desa.

Perkembangan hukum di Indonesia merupakan harapan terciptanya hukum
yang seimbang dan selaras untuk keseluruhan aspek kehidupan. Penelitian ini
mempunyai tujuan guna melakukan riset yuridis terhadap implementasi
Pengelolahan Anggran Dana Desa, yang notabennya Desa merupakan satuan
pemerintahan yang paling bawah akan tetapi peran Pengelolaan Dana Desa sangat
vital, terhadap berkembangnya Sebuah Desa dan masyarakat yang ada dalam
lingkup pedesaan. Maka dari itu pengaruh besar terhadap perkembangan Desa,
yaitu pengelolaan Dana Desa yang transparan serta keterbukaan antara
pemerintahan Desa dan Masyarakatnya.

Fokus permasalahan yang diamati ialah: 1) Bagaimana pengelolaan dana
Desa di Desa Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten probolinggo? 2.) Bagaimana
pengelolaan Dana Desa perspktif UU nomor 6 tahun 2014 di Desa bremi
kecamatan krucil kabupaten probolinggo?

Tujuan penelitian ini yakni 1) Mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa
Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo 2) Mengetahui Bagaimana
pengelolaan Dana Desa perspktif UU nomor 6 tahun 2014 di Desa bremi
kecamatan krucil kabupaten probolinggo

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yang menitikberatkan
atau fokus kegiatannya pada riset lapangan guna mendapatkan data dan
menganilisnya dengan deskripstif. Sumber data didapatkan melalui cara
melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini
mengunakan induksi dan deduksi. Keabsahan data penelitian ini menggunakan
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Memudahkan penulis untuk
mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Pengelolaan Dana
Desa dalam menunjang Pembangunan Desa.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Manajemen Pengelolaan Dana Desa Di
Desa Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ialah sesuai peraturan
Perundang-undangan yang berlaku baik UU, PP, Perpu hingga PERBUP,
Singkronisasi antara penguatan dalam proses implementasi Dana Desa, agar
konteks mashlahat selalu tetap terjaga dari -beberapa gangguan maupun
kecurangan oknum yang melibatkannya, hal itu selaras sesuai dengan cita serta
prinsip-prinsip good Governance. (2) Implikasi Alokasi Pembangunan Desa
Terhadap Masyarakat Di Desa Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo
adalah bentuk pemberdayaan Masyarakat di berbagai bidang serta pembangunan
di wilayah multisektoral yang menjadikan peraturan perundang undangan sebagai
acuan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Misalnya pembangunan desa
wisata, ekonomi kreatif hingga Kampung iklim.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul..........coooii e i
Persetujuan Pembimbing ..o I
Pengesahan Tim PeNQUJI ....c.ooiieiiiiiie et ii
IMIOTEO L. 0\
Persembanan ... %
Kata PENQANTAT .......ooviiiicie e Vi
ADSEFAK ... IX
DAFEAN IST ... s X
BAB | PENDAHULUAN ... 1
A. Konteks Penelitian ..........coiiiiiiiiiieiiseiees e 1
B. FOKUS PENEITIAN ..ottt 9
C. Tujuan Penelitian .....cccciveieiieiiecie e sie s 10
D. Manfaat Penelitian .............cooiiiiiiiiiiiie e 10
E. Definisi IStlaN ........ccooiiiiic e 11
F. Sistematika Pembahasan ...........cccoooieiiiiiiiiisi e 13
BAB 11 KAJIAN KEPUSTAKAAN ... 14
A Kajian Terdahulu.........coco s 14
o T N L= 0 =T S O SO O OSSR OPRSN 18
BAB 11l METODOLOGI PENELITIAN .....ooiiiiee e 26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian............ccocoooviiiiiiniiciiii 26
B. LoKaSi PENEITIAN ........ocoviiiiiiiiiicieeeee s 26
C. SUMDEE DALA......c.civiriieiiiieieiste e 27



D. ANALISIS DALA ..o ettt 28

E. Teknik Pengumpulan Data .........ccccccevveviiiieieeiecie e 29
F. Keabsahan Data...........ccooeiiirieiiiiieieisisesese e 30
G. Tahap-tahap Penelitian...........c.cccovviieiieiicc e 31
BAB IV PEMBAHASAN ... 32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ...........ccccccoovvieviiiiiiiieecc e 32

B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bremi Kecamatan Krucil
Kabupaten Probolinggo.........ccooiiiiiiicieccc e 40

C. Bagaimana pengelolaan Dana Desa perspktif UU nomor 6 tahun 2014 di

Desa bremi kecamatan krucil kabupaten probolinggo...........cccccccevvneee. 55

BAB V PENUTUP ..ot 62
AL KESIMPUIAN L. e 62

B. Saran ;Saran.... s, i e ceet ot g s erig e see 63
DAFTAR PUSTAKA .t 64

LAMPIRAN LAMPIRAN

Xi



BAB |
PENDAHLUAN
A. Latar Belakang

Desa Bremi merupakan Desa yang terbilang Desa maju dibandingkan
dengan Desa yang lainya, di lihat dari berbagai aspek baik dari aspek wisata,
Ekonomi, lingkungan, letak yang strategis di bawah kaki gunung Argopuro ini
hingga dapat kemungkinan besar berbagai macam wisata atau pengelolaan
untuk dijadikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pertanian, pengusaha,
peternak dan lain sebagainya.

Pada pemilihan kepala Desa ( PILKADES ) tahun 2021 kemarin tidak
ada satupun masyarakat khusnya Desa Bremi yang berani mencalonkan diri
karena takut akan kekalahan dalam pilkades serengtak pada waktu itu, dapat
dibilang bahwa dalam pemerintahan di Desa ini baik. Sehingga masyarakat
paham tidak akan menggantikan selama masa jabatanya ataupun priode
pencalonan yang masih ada.

Ketentraman dan Kketertiban desa bremi menjadi prioritas, hal itu
dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan
berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan atau
kegotong royongan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Kesemuanya
itu akan berdampa positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan di Desa.

Bukan hanya itu masyarakat di Desa tetangga paham bahwa

pemerintahan di Desa ini keterbukaan dalam melakukan suatau pembangunan



yang tentunya tersentuh oleh Dana Desa itu bersifat Tranparansi, melibatkan
masyarakat untuk saling mendukung adanya pembangunan. Baik
pemberdayaan masyarakat ataupun yang bersifat memajaukan Desa.

Luas wilayah Indonesia dan kondisinya yang demikian beragam,
merupakan keadaan yang berada diluar batas kapasitas pemerintah pusat
mengelolanya secara efesien. Maka pengelolaan dari pelayanan-pelayanan
yang berkaitan dengan kesejahteraan Rakyat itu memang harus tetap
terdesentralisasi sebab penjabaran dari urusan-urusan tersebut dalam aneka
jenis pelayanan, merupakan sesuatu yang fundamental bagi kesejahteraan
hidup penduduk Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis mengeleminasikan
tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah pusat. Otonomi daerah bukan
berarti tanpa batas, oleh karena itu sebagai perwujudan dari semangat Undang-
undang Dasar 1945, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu
dipertahankan dalam arti bahwa semangat otonom daerah terus dimantapkan
tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan, perwujudan Negara
Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan
keamanan.’

Desa merupakan kesatuan atau suatu masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengurus dan mengatur
pemerintah serta kepentingan masyarakat tersebut, hak asal usul, atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati. Masyarakat Desa biasanya saling

2 Anjar Kurniawan, Tinjauan Figh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan
Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Skripsi, Uin
Raden Intan Lampung,2018) 15-16.



mengenal, hubungannya sangat erat antara satu sama yang lainya, serta
memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Dan Sebagian Masyarakat
Desa berwirausaha dengan individu, jarang yang menganggur, sehingga hal
ini sangat perlu diperhatikan oleh aparat Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat. Dalam pembagian wilayah hal ini perlu sangat
terdata. Penyelenggara Desa sangat memiliki wewenang, dan setiap
penyelenggaraan pemerintahan kepala Desa bertanggung jawab kepada badan
permusyawaratan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintah kepada
Bupati. Keberadaan Desa merupakan cerminan dari kualitas Desa berhasil
atau tidaknya pemerintahan suatu Negara serta pelaksanaan kehidupan
demokrasi di daerah. hal ini sangat dibutuhkan oleh Masyarakat desa supaya
terwujud kehidupan demokratis. 3

Kembali pada pengertian, pengertian Desa yang paling sering dijumpai
adalah pengertian dari sudut pandang Sosiologi. Kajian-kajian desa dimaknai
sebagai sebuah hubungan antara masyarakat yang agraris dengan
lingkungannya, struktur sosial, interaksi, dan permasalahannya. Sehingga
tidak heran jika kajian desa condong ke arah perdesaan dan pertanian seperti
halnya Sosiologi Pedesaan. Istilah perdesaan digunakan untuk menunjukkan
kesatuan masyarakat yang tinggal di kawasan agraris yang condong bermata
pencaharian pokok sebagai petani. Berbicara kawasan perdesaan maka tidak

akan lepas dari kajian pembangunan pedesaan. Dengan demikian, perdesaan

% Imam Fathoni, Strategi Komuniasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Alpkasi Dana Desa
Rowotamtu Rambipuji Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2021, 30.



dapat disimpulkan sebagai kawasan atau wilayah agraris, yang di dalamnya
berkumpul atau bermukim beberapa kesatuan Masyarakat yang memiliki
kearifan lokal, struktur sosial dan interaksinya diikat Oleh nilai-nilai lokal
pula. Perdesaan tidak bersifat tunggal.

Di Sisi lain, sebagai kesatuan masyarakat yang menempati lingkungan
ataupun wilayah tertentu dan mengatur dirinya sendiri. Adapun cirinya Saling
mengenal, homogen, terikat dengan nilai-nilai dan norma yang sama, memiliki
hubungan kekerabatan dan sifat kekeluargaan yang kuat, serta hidup dalam
kebersamaan. Karakteristik ini disebut dengan masyarakat komunal. Ciri-ciri
masyarakat komunal disebut dengan komunitas. Konsep ini dekat dengan
komunitas yang mengatur kehidupannya sendiri. Karakteristik selanjutnya
dicirikan dengan mayoritas penduduknya yang bekerja di bidang agraris
seperti halnya petani, baik sebagai petani di sawah maupun di kebun.
Sedangkan di desa pesisir, masyarakatnya bermata pencaharian sebagai
nelayan, Pekerjaan tersebut tidak hanya sebagai mata pencaharian utama
melainkan sudah menjadi cara hidup.*

Ketika kita menyebut istilah desa maka kita akan membayangkan
suatu wilayah ‘'yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang saling
berinteraksi dengan adat istiadatnya. Secara umum masyarakat memahami
desa sebagai tempat dimana orang atau masyarakat pada umumnya atau
penduduk bermukim yang memiliki peradaban yang lebih keterbelakangan

dibandingkan dengan kota, dan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

* lke Wanusmawati Dan Mochamad Chazienol Ulum, Dinamika Perdesaan (Malang: Ub
Pres, 2021), 3



Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dalam pembagian
wilayah berada di bawah kecamatan, dan desa dipimpin oleh kepala desa.’

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan
keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara
Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat
merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman
mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran
pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk
fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga
yang andil dalam format kepemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan
di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan
ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga
dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan
Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan
Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6
Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan
Permusyawaratan di tingkat Desa yang ikut serta membahas dan menyepakati
berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berbagai

Upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkokoh

® Nelly Ngentine, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), 15



sebuah kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat, Serta pemerintah desa khususnya dan Badan Permusyawaratan
Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa
atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan
dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Hasil Diskussi sebuah Desa dalam bentuk kesepakatan
yang dituangkan dalam Keputuan hasil musyawarah dijadikan acuan dasar
oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan
kebijakan Pemerintahan Desa.’

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan
pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa
pada Buku Administrasi Desa, yang meliputi organisasi Pemerintahan Desa.
pengadaan administrasi Pemerintahan Desa disini sebagai perpanjangan dari
pemerintah pusat yang berperan mengatur masyarakat di wilayahnya, juga
sebagai sumber data dan informasi tentang Pemerintahan Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa sendiri meliputi administrasi umum,
administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan,

dan administrasi lainnya, dimana sebagian besar kegiatannya yakni mencatan

 Andi Siti Sri Hutami, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa
Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 10, Nomor
1, Januari 2017, 2-6



data dan informasi seputar desa baik mengenai keuangan, pembangunan desa,
hingga kegiatan musyawarah desa.’

Sebagai dasar Hukum UUD 1945 tercantum norma-norma, aturan
yang wajib di taati dan dilaksanakan, UUD 1945 bukan Hukum biasa
melainkan Hukum dasar yang tertulis, dengan demikian setiap produk atau
sebuah Hukum harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa sesungguhnya
Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan
di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai
di titk berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke
depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan
dengan didorongkan oleh keinginan Iluhur, agar menjadi kehidupan
berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya

kemudian untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
kemajuan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam

” Rian Nugroho Dan Firre An Suprapto, Administrasi Pemerintahan Desa (Jakarta:Pt
Elek Mediakomputindo Kelompok Gramedia,2021) 12-13



suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa yaitu, Desa memiliki sesuatu Hak dan asal usul tradisional dalam
mengatur, mengurus kepentingan Masyarakat dan mewujudkan sebuah cita-
cita kemerdekaan, Lahirnya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini
merupakan proses kepercayaan Pegara terhadap Desa, yang selama ini desa
merupakan menjadi objek pembangunan baik dari pemerintahan kabupaten
maupun pemerintahan pusat.

UU Nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 2 ini menjelaskan tentang
pembangunan Desa, membina masyarakat Desa, memperdayakan Masyarakat
Desa berdasarkan Pancasila dan pemerintahan Desa. Selanjutnya ke Pasal 3
menjelaskan  berbagai macam konsep pengaturan Desa berasakan
kebersamaan, keberagaman, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah,
demokrasi, mandiri dan partisipasi. Yang paling penting karena disini
menyangkut pembangunan Desa serta memberdayakan masyarakat maka di
pasal 18 menjelaskan bagimana Desa itu membangun untuk kesejahteraan

Rakyatnya dan kemakmuran dari segi apapun baik pembuatan wahana wisata

® Dewan Perwakilan Rakyar Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,



maupun Bumdes Badan Usaha Milik desa yang bertujuan untuk pemasukan
atau bahan pencarian sebuah penghasilan bagi masyarakatnya.’

Pada dasarnya Pemerintahan Kabupaten atau Kota berkewajiban untuk
mengawasi ataupun menyalurkan sebuah Dana Desa terhadap Desa
bawahanya untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan dengan
tahapan atupun prosedur tertentu. Memutuskan peraturan Bupati Kabupaten
Probolinggo tata cara pengelolaan, pengalokasian penyaluran dan pertanggung
jawaban, tahun 2021 Bab Il pasal 3 menjelasakn rician pebagian dana desa di
setiap daerah di Kabupaten Probolinggo di alokasikan secara merata
berdasarkan Alokasi dasar dan Kinerja. Penjelasan di Bab V vyaitu
menjelaskan tentang pengalokasian dan pengelolaan dana Desa Pada Pasal 12,
dana Desa untuk di Prioritaskan yang pertama Pembangunan,
Memberdayakan Masyarakat dengan tujuan awal yaitu kesejahteraan bagi
Masyarakat meningkatkan kualitas kehidupaan dan mengatasi kemiskinan
yang di tuangkan dalam rencana kerja Pemerintahan Desa dengan tujuan
untuk Pengelolaan Dana Desa dan Pengembangan pembangunan Desa.*

B. Fokus Penelitian
1. 'Bagaimana pengelolaan dana desa di desa bremi kecamatan krucil
kabupaten probolinggo?
2. Bagaimana pengelolaan Dana Desa perspktif UU nomor 6 tahun 2014 di

Desa bremi kecamatan krucil kabupaten probolinggo?

®Https://1d.Wikisource.Org/Wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor 6_Tahun
2014 Di Unduh 11-08-2022 Jam 22:56
OHttps://Peraturan.Bpk.Go.ld/Home/Details/165262/Perbup-Kab-Probolinggo-No-82
Tahun-2020 Di Unduh 11-08-2022 Jam 23:14



https://id.wikisource.org/Wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_6_Tahun_2014%20Di%20Unduh%2011-08-2022
https://id.wikisource.org/Wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_6_Tahun_2014%20Di%20Unduh%2011-08-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165262/Perbup-Kab-Probolinggo-No-82%20Tahun-2020%20Di%20Unduh%2011-08-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165262/Perbup-Kab-Probolinggo-No-82%20Tahun-2020%20Di%20Unduh%2011-08-2022
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C. Tujuan peneliti
1. Untuk Mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Bremi Kecamatan

Krucil Kabupaten Probolinggo?

2. Untuk Mengetahui pengelolaan Dana Desa perspktif UU nomor 6 tahun

2014 di Desa bremi kecamatan krucil kabupaten probolinggo?

D. Manfaat penelitian
Skripsi ini dengan mengharap kemanfaatn bagi beberapa faktor terkait,
diantaranya;
1. Manfaat praktis

a. Manfaat praktis yang dikembangkan oleh peneliti adalah pemberikan
pengetahuan dan pemikiran Kkritis, deskriptif, dan tranformatif serta
transparan tentang pembangunan Desa.

b. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan penempatkan
masyarakat sebagai obyek penelitian, yang diharapkan dapat
memberikan suatu hal baru atau pengetahuan tentang pembangunan
Desa.

2. Manfaat teoritis

a. Bagi penulis
Peneliti berharp sesuatu agar dapat wawasan Kkeilmuan dan
pengetahuan yang lebih luas. Dan memberikan pengalaman dalam

membuat karya tulis ilmiah kualitatif.
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b. Bagi UIN KH Achmad Siddig Jember
Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini, karya dapat
bermanfaat bagi pustaka UIN KH Achmad Siddig Jember dan menjadi
refrensi penulis karya ilmiah jenis kualitatif.

c. Bagi masyarakat hasil peneliti dapat menjadi refrensi bagi masyarakat,
sehingga masyarakat Bremi mengetahui menejemen pengelolaan dana
Desa.

E. Definisi istilah
1. Desa

Menurut Etimulogi Desa berasal dari bahasa sanskerta, yaitu,
dhesi, yang artinya tanah kelahiran. Maka dari itu arti Desa bagi kalangan
orang-orang itu sangatlah penting sekali dan bukanlah arti yang sangat
buruk, Istilah ini sudah ada sejak abad ke-11 Ketika nusantra masih
berbentuk atau sistem kerajaan.

Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia. Desa merupakan
sekelompok rumah yang di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung
atau dusun. Desa juga sekumpulan dari unit pemukiman kecil yang biasa
di sebut perkampungan.

Desa adalah sebuah pemerintahan paling bawah dari bingkai
Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 6
tahun 2014 tertulis sesungguhnya desa kesatuan Masyarakat Hukum yang

memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur pemerintahan, hak asal
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usul, mengurus Masyarakt, Hak Tradisional yang di akui oleh
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.™*
2. Pengelolaan dana desa

Pengelolaan Adalah pemanfaatan dan pengendalian sumber daya
untuk sebuah pembangunan atau menyeselaikan suatu pekerjaan.
Manajemen yaitu sebuah penggerak, pengarahan dan Pengorganisasian
Manusia untuk fanfaat secara Efektif baik fasilitas maupun Material agar
mencapai sebuah tujuan. sebuah Fungsi Manajemen Adalah Elemen-
elemen yang sangat dasar akan selalu bergandengan dalam proses
Menajeman yang menjadi acuan Manajer akan melaksanakan kegiatan
untuk mencapai sebuah tujuan.

Dasar yang dikemukakan oleh Bastian dalam ungkapanya bahwa
Menajeman adalah pondasi yang dapat dikembangkan atau di jalankan

demi subah hasil tepat dalam pengelolaan Dana desa tersebut.*?

1 Jcuk Rangga Bahwono Dan Erwin Setyadi, Optimasi Potensi Desa Di Indonesia, (Jakarta: Pt
Grasindo, 2019), 1

12 partini H, Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik
Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, (Skripsi, Universitas
Muhammadiyah Makasar, 2018) 5
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F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan akan dijelaskna peta konsep penulisan
skripsi sesuai dengan etika kepenulisan.

Bab | membahas tentang Konteks Penelitian, Fokus penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan

Bab Il membahas tentang Kajian kepustakaan yang berisi penelitian
terdahulu dan kajian teori

Bab Il membahas tentang metodologi penelitian yang mana
didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, konteks dari subjek
penelitian, Sumber data, analisis data, Keabsahan data dan tahap-tahap
Penelitian

Bab IV membahas tentang tempat penelitian dan pemaparan data yang
didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

Bab V penarikan kesimpulan yang di tulis dengan cara menjawab

pertanyaan yang ada pada fokus penelitian



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TERDAHULU

Pada bagian ini peneliti memaparkan bagian hasil penelitian terdahulu

yang berkaitan dengan penelitian, kemudian peneliti membuat ringkasan.

Baik peneliti yang sudah terpublikasi maupun yang belum terpublikasi.

Adapun beberapa peneliti yang relevan dengan penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya, sebagai berikut;

1.

Endang juliana, Skripsi, 2017, Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam
menunjang pembangunan pedesaan di kabupaten asahan. Adapun hasil
dari peneliti adalah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Asahan
dalam penelitian ini Endang menggunakan pendekatan kuantitatif yang
mana hasil wawancara dengan responden masyarakat sekitar menilai
rendah dengan adanya pelayanan yang ada di Desa, namun menurut
Endang, pelayanan yang telah diberikan oleh pihak desa dengan hasil
niai responden tidak terlalu jauh sehingga bisa disimpulkan pelayanan
desa yang diberikan hampir sesuai dengan apa yang dinginkan para
warga. Persamaan skripsi ini dengan apa yang akan peneliti teliti, dalam
skripsi ini sama sama membahas tentang alokasi dana desa namun ada
perbedaan yang harus di garis bawahi, dalam penelitian ini berbeda
dalam subjek penelitiannya, subjek penelitian yang di ambil oleh peneliti
berada di Desa Bremi Kecamatan Krucil Kab. Probolinggo. Dalam

penelitian ini juga berbeda dari segi metodenya peneliti menggunakan

14
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pendekatan metode kualitatif dan Endang menggunakan pendekatan
metode Kuantitatif

Muhammad Khairul Ritonga, Tesis 2018, Aanalisis Yuridis Pertanggung
Jawaban Dana Desa Secara Struktural (aparat Desa) di Desa Bandar
Kumbul Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhan Batu. hasil
penelitian yang dilakukan oleh Khairul membahas tentang bagaimana
pertanggung jawaban dana desa yang dikelola oleh desa Bandar dan hasil
penelitan yang ia lakukan berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh
aparatur desa dalam mengelola dana desa belu struktur dan belom sesuai
target sasaran, sehingga dalam alokasi dana yang dilakukan bisa dibilang
sangat rendah dan tidak sesuai dengan standart operasional prosedur.
Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama sama
membahas tentang alokasi dana desa dan dalam penelitian ini juga sama
menggunakan metodologi penelitian kualitatif, namun ada sedikit
perbedaan yang nantinya akan memberikan sebuah ulasan yang baru
dalam penelitian ini, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peeneliti
mempunyai subjek yang berbeda yakni desa Bremi Kecamatan Krucil
Kabupaten Probolinggo.

Karno, Artikel , Analisis Yuridis twehadap alokasi dana desa
berdasarkan undang-undang nomer 6 tahun 2014, hasil penelitian yang
dilakukan olen Karno membahas tentang baimana yeng menyangkut
dana desa baik penerimaan maupun pengeluaran harus di tranfer terhadap

rekening desa atau kas desa, apabila tidak di tranfer ke rekening desa
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seharusnya peneliti ini menyarankan untuk di tranfer kepada orang ke
tiga dengan catatan di buktikan bukti yang sah atas tranfer dana desa
tersebut guna tidak menimbulkan penyimpangan dana desa, menurut
peneliti juga salah satu dana desa yakni untuk belanja barang dan jasa,
belanja pegawai serta belanja modal. Dalam pengelolaanya menurut
karno, terdapat beberapa ketentuan yaitu, pelaksanaan, perencanaan,
pelaporan dan pertanggung jawaban, Agar pelaksanaan dana desa
berjalan dengan baik. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti
sama-sama membahas alokasi dana Desa, dalam penelitian ini juga sama
menggunakan metodologi penelitian kualitatif, namun perbedaanya disini
Karno tidak ada subjek peneltian dan peneliti mengunakan subjek
penelitian di desa Bremi, Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

Prayoga Akbar, Skripsi, 2019, Analisis pengelolaan alokasi dana desa
dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat (studi kasus pada 3 desa di kecamatam muara payang
kabupaten lahat), Hasil peneliti yang dilakukan oleh Prayoga Akbar
menggunakan multi kasusu yang di jadikan satu dalam pembahasan,
dalam pembahasan ini Akbar membahas dari tiga kecamatan sehingga
subjek penelitiannya sangat luas. Adapun hasil temuan yang dilakukan
oleh Akbar dalam tiga kecamatan tersebut sama sama mempunyai
problem yang sama yakni kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap
alokasi yang dilakukan di tiga kecamatan tersebut. Persamaan penelitian

ini sama sama membahas tentang alokasi dana desa namun ada
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perbedaan yang sangat menonjol, yakni subjek penelitian yang dilakukan
oleh Akbar multikasus sedangkan yang dilakukan oleh peneliti hanya
satu subjek penelitian yakni membahas tentang alokasi dana desa di Desa
Bremi.

Nelly Ngentine, Skrispi, 2020, Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan
dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) menurut
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus di desa
sukolilo, kecamatan sukolilo, kabupaten pati, jawa tengah) Penelitian
yang dilakukan oleh Nelly Ngentine membahas tentang belum sesui
dengan undang-undang nomer 6 tahun 2014 karna dilihat dari
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta infratuktur atau
sarana dan prasarana yang belom memadai dengan baik. Kurangnya
tranfaransi terhdapad masyarakat atas pengelolaan dana desa sehingga
masyarakat tidak tau dana desa untuk apa saja dan di jalankan kemana
sana, persamaan peneliti dengan penelitian ini sama-sama membahas
tentang alokasi dana desa, namun perbedaanya disini yaitu ABDES

anggaran belanja desa.
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B. KAJIAN TEORI
1. Good Goverance

Goodgoverance pada dasarnya adalah sustau konsep yang
mengedepankan suatu keputusan dan pelaksanaan yang dapat di
pertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai konsesus acuan
meperintahan, warga negara serta sektor swasta bagi pemerintahan dalam
sustu negara.

Goodgoverance di indonesia benar-benar di rilis dan di terapkan
sejak era Reformasi yang mana era itu terjadi rombak sebuah sistem
pemerintahan menuntut proses yang baik dan bersih sehingga Good
Goverance adalah sebuah alat Revormasi yang sudah berjalan selama 22
tahun. Meski penerapan Good Goverance belum terterap sepenuhnya
khususnya di Indonesia sendiri. Masih banyak kecurangan dalam
pengelolaan anggaran dan akuntansin meskipun produk utama Good
Goverance.™

Goodgovernance dipandang sebagai paradigma baru dalam
manajemen pembangunan. Good Governance dalam Pengelolaan Dana
Desa. Berkembangnya pemikiran mengenai good governance di sektor
pemerintahan muncul bersamaan dengan reformasi sistem politik ke arah
lebih demokratis. Isu Good Governance itu sendiri menjadi perdebatan
karena adanya tuntutan perubahan dalam pengelolaan kehidupan

kenegaraan. Perubahan yang diharapkan dari sisi pemerintahan terutama

3 Andi Baso Mapaoddang, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance Di Kantor Kecamatan
Marioriwawo, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, 10
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terkait penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien dan efektif.
Konsep good governance bukanlah merupakan isu baru dalam bidang
akuntansi sektor publik, tetapi belum banyak penelitian yang membahas
topik good governance dalam pengelolaan keuangan desa sebagai
instansi pemerintahan terendah di Indonesia. Penelitian sebelumnya
banyak dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Alokasi
Dana Desa. serta kajian konsep akuntabilitas sebagai salah satu
komponen good governance.

Pengelolaan Dana Desa yaitu realitas sosial yang terdapat interaksi
sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti halnya
pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, serta masyarakat
terlibatkan. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, konsep good
governance digunakan sebagai kerangka institusional  untuk
memperkokoh otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal di
tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika
tidak terapkan sebuah prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, dan responsivitas. Selain itu, dalam realitasnya praktik good
governance pada pengelolaan dana lebih ditujukan kepada pemerintah
pusat, bukan masyarakat. Bertitik tolak dari kondisi riil tersebut peneliti
tertarik untuk menggunakan topik good governance sebagai alat analisis
dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bremi.

Terminologi governance populer dibahas sejak studi yang

dilakukan Bank Dunia tahun 1989. Setelah publikasi itu, istilah
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governance dijadikan patokan sebagai Kkriteria ketika melaksanakan
penyalurkan bantuan pembangunan kepada negara berkembang. Berbeda
dengan terminologi government yang hanya berbentuk institusional
formal negara dan birokrasi, governance meliputi sebuah proses dinamis
manajemen, hubungan institusi dan organisasi dan hubungan pemerintah
dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan swasta. Dapat di artikan
terminologi governance disini merupakan tradisi, institusi, dan proses
determinasi penyelenggaraan atau konsep kekuasan negara yang
melibatkan masyarakat untuk persetujuan ataupun musyawaroh dalam
pengambilan keputusan serta berdasarkan kepada kepentingan publik.

Konsep Good Goverance di Indonesia sendiri yaitu di artikan
pemerintahan yang bersing dan wibawa. Good Goverance disebut
sebagai pembawa pradikma baru dalam menjalankan manajeman atau
administrasi pembangunan. Peran ini bertempat sebagai pemerintahan
Agen of Development Karena sebuah perubahan adalah proses yang
memang di kehendaki. Adanya keterkaitan antara good governance
dengan kualitas aparatur pemerintah dalam menngambilan kebijakan
sebuah pembangunan ekonomi. Kompetensi profesional dan etika untuk
peningkatkan akuntabilitas Kinerja aparatur dalam rangka memberikan
pelayanan publik.

Tiga pilar berkaitan dengan satu dengan yang lainya dalam

perwujudan Good Geverance yaitu:
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a. Tranparansi, Keterbukaan pemerintah dalam hal manajemen
pemerintah, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.

b. Partsipasi, pengambilan sebuah keputusan masyarakat serta
partisipasi yang demokrasi kebebasan pers dan kebebasan
berpendapat.

c. Akuntabilitas, kewajiban melaporkan serta menjawab sebuah amanah
baik kesuksesan maupun kegagalan kepada yang memberikan
perintah atau amanah sampai yang memberi perintah atau amanah itu
puas, apa bila tidak terselengara tidak mencapai titik puas maka di
kenakan sangsing dengan semestinya.'*

Good Goverance Menurut UNDP (United Nations Development
Program) Adalah sesuatu penyelenggara manajemen yang solit dan
tanggung jawab yang satu arah dengan prinsip yang Demokrasi Serta
pasar yang Efesien, mengindari alokasi dana investasi serta mencegah
adanya korupsi baik secara administratif maupun politik melaksanakan
kedisiplinan anggaran serta penciptaan legal dan polit ican framework
bagi sebuah pertumbuhan usaha. Peran pemerintah yang bertindak
sebagai Regulator dan pelaku pasar kini pradikma ini merekontruksi
menciptakan kondusif sehinggang menciptakan pemerintahan yang
tanggung jawab dan baik.

Kunci utama memahami Good Govermen adalah paham prinsip-

prinsip di dalamnya. Dari prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja

¥ Ni Wayan Rustiarini, Good Goverance Dalam Pengelolaan Dana Desa, 2-5
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yang sesungguhnya untuk suatu pemerintahan. Baik buruknya
pemerintahan bisa dilihat atau dinilai apabila ia paham tenatng teori atau
semua unsur Prinsip-prinsip Good Goverance. *°

2. Pengelolaan Dana Desa

Desa sebagai kesatuan Masyarakat hukum menggambarkan bahwa
desa merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subjek hukum
menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset dan sumber
daya yang menjadi miliknya. Karenanya Dana Desa sebagai bagian
pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga prioritas penggunaan
Dana Desa mrupakan sebagian dari kewenangan desa. Uandang-Undang
Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.
Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subjek
hukum merupakan komunikasi yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri.
Kendatipun demikian, Desa dikelolah secra demokratif dan berkeadilan
sosial. Masyarakat Desa memillih Kepala Desa dan anggota badan
Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus
berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga
penyeimbang bagi kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan urusan Masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus
dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan Masyarakat

Desa melalui musyawarah desa yang diselenggarai oleh BPD. Hasil

15 Teti Agita Safiitri Dan Rigel Nurul Fatha, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan
Good Goverance, Vol 2, No 1, 2018, 2
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musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam
merumuskan sebagai kewajiban Desa, termasuk kebijakan pembangunan
Desa. Tata klola Desa yang demokratis dab berkeadilan sosial ini wajib
ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan
pembangunan Desa secara partisipatif yang ditunjukkan untuk
mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan
kesejahteraan Masyarakat Desa, dan penanggulanga kemiskinan.
Pembangunan Desa dikelolah secara partisipatif dikarenakan
melibatkan peran serta Masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah
pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan
Desa wajib dikelolah oleh Desa dengan mendayagunakan mumber daya
manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah
satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan pemerintah menyalurkan Dana
Desa secara langsung kepada desa adalah agar Desa berdaya dalam
menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas
bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Penggunaan
Dana Desa di kelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif
dengan menempatkan masyarakat Desa. sebagai subjek pembanguna.
Karena rencana penggunaan Dana Desa wajib di bahas dan di sepakati

dalam musyawarah Desa.'®

'® Muhamad Mu’iz Raharjo, Pengelolaan Dana Desa, ( Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020),

18-19.
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3. Undang-undang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menimbulkan
polemik dan pro kontra dimasyarakat. Isu-isu tentang otonomi daerah,
khususnya desa dan peraturan yang melingkupinya. Dalam sejarah desa atau
yang disebut dengan nama lain bahwa desa telah ada sebelum Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Sebelum negara monarki atau sekarang
bergeser menjadi negara kesatuan yang mengintegrasikan berbagai wilayah
itu ada, desa sudah ada lebih dulu. Oleh sebab itu, desa sudah sejak lahirnya
merupakan wilayah yang bersifat otonom dan selalu akan dinamis.

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek
kepemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan sekarang menjadi
subjek pembangunan. Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan,
namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan. Undang-
undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa
negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju,
mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera.’’

Peningkatan kapasitas pemerintan Desa dalam kepemimpinan dan
pelayanan kepada Masyarakat. Dipahami sebagai bagian dari gerakan
reformasi, berbagai kebijakan tentang desa menumbuhkan harapan tentang
kebebasan komunitas lokal untuk mengembangjan diri atau otonom. Otonomi
Desa dicirikan oleh penerimaan penggunaan atribut Desa, hak penolak
kewenangan distributif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, posisi
Desa sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten untuk memperpendek
rentang birokrasi, dan hak untuk menerima Dana dari pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Kedudukan Desa sebagai wilayah dalam daerah otonomi

7 Agus Widodo, Sistem Akuntansi pengelolaan Dana Desa, Vol 19, No. 2, 2016, 2
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daerah memiliki tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada

Masyarakat.®

'® Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, ( Jakarta: Pustaka Obor Indonesia,
2017) 36-37



BAB Il

METODE PENELITIAN
. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian empiris adalah salah satu jenis penelitian yang
menggunakan pendekatan fakta-fakta empiris baik diambil dari perilaku
verbal atau hasil wawancara dengan para audien atau diambil dari hasil
observasi atau pengamatan yang dilakukan dilapangan. Penelitian  empiris
juga dilakukan dengan cara menentukan hasil pengamatan yang ditinggalkan
baik fisik maupun arsip.*®

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitkian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang mana data yang diperoleh oleh peneliti hasil dari
wawancara dengan kepala desa Bremi dan hasil dari observasi. Serta hasil
observasi dengan pihak terkait.?
. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Desa Bremi salah satu desa yang berada di
wilayah kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, Desa Bremi Memiliki luas
wilayah 1.222 Ha yang mencakup 3 dusun dan 12 RT berada pada ketinggian
900m dpl permukaan air laut, beriklim tropis dengan curah hujan 2.500
mm/tahun.

Di Desa Bremi ini menurut pandangan tentang pengelolaan dana desa
sudah sesusi dengan pencapaian Desa maupun masyarakat setempat hinggga

desa ini banyak potensi-potensi yang dimilikinya, dari berbagai desa di

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2021) Cet.15, 137.
20 Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum teori dan metode, (Jakarta Timur: Sinar

grafika, 2019), 4-6.
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kecamatan Krucil di bandingkan dengan desa yang lain desa Bremi ini
berkembang pesat tentunya adanya capaian dana desa untuk pembangunan,
pemberdayaan dan pengembangan. Sebagian masyarakat didesa ini juga
mayoritas berkembangan dengan adanya dukungun desa maupun usaha
individual,
. Sumber Data
Penelitian ini mempunyai dua sumber data yakni hukum data Primer

dan data skunder yang, mana dalam penelitian ini disesuaikan dengan kontes
yang telah ditentukan oleh penelitu sehingga dalam penelitian ini dapat
dibatasi®*
1. Sumber data Primer

a. Kepala Desa Bremi

b. Staf Desa Bremi baik dari sekretaris desa maupun yang lainnya

c. Masyarakat bremi
2. Sumberdata Skunder

Sumberdata skunder adalah data yang didapatkan dari buku, Jurnal

maupun skripsi yang telah lalu. Dan segala hal yang berkaitan dengan

judul penelitki seperti perundang undangan dan kabar berita terbaru yang

mengenai hukum dan sesuai dengan konteks penelitian.

1 Azwar Zaifudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.
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D. Teknik Pengumpulan data
1. Observasi
Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitkian ini adalah
observasi semi terstruktur, dalam penelitian ini melakukan observasi
sesuai dengan pola yang telah ditentukan oleh peneliti dalam meneliti
anggaran yang telah alokasikan oleh aparatus negara kepada masyarakat
Bremi. Dan dalam pengobservasian peneliti membuat daftar-daftar yang
berisikan kategori atau aktifitas atau fenomena apa saja yang terjadi dalam
standart operasional prosedur yang dilakukan di Desa Bremi.?
2. Wawancara
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara
dialog interaktif dengan kepala desa, staf desa dan masyarakat Bremi,
sehingga peneliti memperoleh informasi dari hasil wawancara tersebut.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur
yang mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dari pada semi terstruktur.
Tujuan wawancara ini agar menemukan data data secara terbuka dan
sesuai dengan apa yang dilakukan secara empiris. Adapun wawancara
yang dilakukan oleh peneliti bertujuan sebagai berikut
a. Pelaksanaan atau terlaksananya pengelolaan dana Desa Bremi

b. Manajemen APBD yang diberikan pemerintah untuk Desa®®

22 Sutrisno Hadi, Metologi Reseatch, (Yogyakarta: Lp3es, 2010), 13.
2% Jonaidi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (
Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.
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3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah kegiatan atau peroses menyediakan dokumen-
dokumen hasil penelitian dengan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan
dari berbagai sumber serta menyelidiki atau mencari benda benda tertulis
yang didapatkan dari hasil penelitian di desa Bremi
E. Analisi Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik
wawancara dengan instansi terkait, terkait masalah alokasi dan desa yang
dilakukan kepada kepala desa maupun masyarakat kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara
mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut
kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan
teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi
dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.
Proses analisi data yang dilakukan dapat dikonsepkan sebegai berikut?*

1. "Pengumpulan Data
Data yang muncul berupa kata kata dari hasil wawancara
dikumpulkan lalu dianalisi namun tetap pada pagu dari kata kata hasil
wawanvara, dan kata kata tersebut diperluas oleh peneliti dan disusun

secara sistematis

¢ Miles And Huberman, Analisi Data Kualitatif, (Jakarta: Ui Press, 2014), 15.
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2. Kondensi Data
Dala proses kondensi data peneliti menyeleksi darki hasil
penelitian dengan cara menfokuskan sesuai kajian yang telah dijadikan
pijakan di awal dan mentransformasikan data dari hasil catatan lapangan
maupun transkip serta pengarsipan
3. Penyajian Data
Setelah data dirangkum langkah selanjutnya adalah penyajian data.
Penyajian data yang dilakukan adalah untuk menyajikan data yang
berkaitan dengan fokus penelitian hasil wawancara maupun dokumen dan
dianalisis serta disimpulkan, sehingga dalam proses ini mampu
menemukan jawaban jawaban terhadap apa yang peneliti inginkan
F. Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yakni
triangulasi dibutuhkan untuk mengecek data sebagai pembanding dengan data
lain diluar kontesk penelitian adapun triangulasi yang digunakan.
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan cara
mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber data yang
diperoleh oleh peneliti dan menghasilkan = suatu kesimpulan dan
selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data tersebut
2. Triangulasi Theknik
Triangulasi theknik adalah menguji keabsahan data dengan cara

mengkombinasikan hasil wawancara dan data terkait dengan teori yang
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telah di jadikan pijakan, sehingga dalam hal ini peneliti bisa menarik
kesimpulan dan memeta konsepkan semua data dengan menstrukturkan
kepada teori pijakan®
G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Menyusun rancangan penelitian

2. Memilih konteks penelitian

3. Mengurus perizinan penelitian

4. Memilih dan menentukan informan

5. Pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

6. Penyajian data

7. Penarikan kesimpulan

% Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), 39.
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PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.

Sejarah Singkat Desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten
Probolinggo

Menurut sumber terpercaya yang telah mengenal sejarah Desa
Bermi secara turun temurun, ada dua pendapat asal muasal Desa Bermi
yaitu yang pertama pada jaman dahulu di desa ini ditemukan sumber
mata air, karena penduduk desa ini mayoritas berbahasa madura sehingga
masyarakat memberi nama Bermi ”Somber Rammih”, yang artinya
sumber mata air banyak. Yang kedua, bahwa yang pertama menempati
desa Bermi adalah orang Belanda yang bernama Mr Van Berm, dan
menempati wilayah yang di tempatinya dengan nama Bermi
Letak geografis

Desa Bermi termasuk dalam Kecamatan Krucil yang terletak
diwilayah Kabupaten Probolinggo yang berada dibagian tengah selatan
dengan batas- batas:
Utara : Kec. Gading Timur : Kab. Situbondo
Selatan: Kab. Jember Barat . : Kec. Tiris

Iklim di Desa ini beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim
yakni musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi pada
bulan Oktober sampai April dan musim kemarau pada bulan April

sampai Oktober
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Visi & Misi
Visi :

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin
diraih Desa Bermi merupakan arah kebijakan dari RPJM desa yang
dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita- cita masa depan desa Bermi
itulah yang dapat disebut sebagai VISI Desa Bermi.

Pada hakikatnya Visi merupakan gambaran masa depan, berupa
komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini menjadi
milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan di Desa Bermi.
Visi pemerintahan yang baik adalah visi yang memberikan gambaran
aspirasi masa depan, berwawasan jangka panjang, dan tidak
mengabaikan perkembangan jaman, memiliki nilai yang diinginkan dan
mudah dimengertioleh seluruh jajaran pemerintah serta berorientasi pada
pencapaian hasil.

Visi Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo
tergambarkan dalam suatu bentuk cara pandang tentang keadaan masa
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu
sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

"Terwujudnya masyarakat Desa Bermi yang agamis, sejahtera

melalui pelayanan yang berkualitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

masyarakat secara profesional,efektif, efisien dan ekonomis”.
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Misi :

Dalam mencapai Visi tersebut diatas, maka Misi Desa Bermi

adalah membangkitkan semangat warga masyarakat sehingga yang

bersangkutan terdorong secara sadar dalam berpartisipasi dalam berbagai

bidang kegiatan, baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang selanjutnya masyarakat akan mampu mengelola

potensi sumber daya yang mereka miliki, yang ditandai dengan:

a.

Meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kinerja Aparatur desa,
untuk menciptakan aparatur yang bersih, cerdas, tanggap, ikhlas dan
bertanggung jawab sehingga mampu memberikan pelayanan prima
yang berorientasi pada kepuasan public

Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada sesuai
dengan kebutuhan untuk dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna
serta ekonomis

Meningkatkan  kualitas  pelayanan dalam  penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan guna
terwujudnya ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunandan pembinaan kehidupan masyarakat

Menggerakkan semangat warga masyarakat agar lebih proaktif dan
produktif dalam mengelola potensi yang dimiliki serta meningkatkan

pemberdayaan  masyarakat, semangat  gotong-royong  dan
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menempatkan masyarakat bukan sebagai objek tetapi sebagai subyek
dalam setiap Program
4. Demografi
Berdasarkan hasil pemutakhiran data Keluarga tahun 2018 bahwa
jumlah penduduk di desa Bermi adalah 4.468 jiwa, penduduk laki-laki
berjumlah 2.234, perempuan 22.40, jumlah rumah tangga 1.402 rumah
tangga. Mata pencaharian utama penduduk di sektor pertanian (40%),
peternakan (50%) dan lainnya sebesar 10%
5. Struktur Organisasi
a. Kepala Desa : Yusup, S.H
Tugasnya adalah: menyelenggarakan pemerintah desa,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat desa
Sedangkan Fungsinya adalah:
1) Penyelengaraan pemerintah desa
2) Pelaksanaan pembangunan
3) Pembinaan kemasyarakatan
4) Pemberdayaan masyarakat
5) Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya
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b. Sekretaris Desa : Poniman
Adapun Tugasnya adalah: Membantu Kepala Desa dalam
bidang administratif pemerintahan desa dan memberikan masukan
kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan
pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Sedangkan Fungsinya adalah:

1) Mengoordinasikan tugas dan fungsi kepala urusan;

2) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah,
administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi;

3) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administratif
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian
aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;

4) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administratif
keuangan, administratif  sumber-sumber pendapatan dan
pengeluaran, verifikasi administratif keuangan, dan administratif
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga
pemerintahan desa lainnya;

5) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana
anggarana pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-
data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan

evaluasi program, serta penyusunan laporan
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c. Kasi Pemerintahan Ali, S.Pd.I
Adapun Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sedangkan Fungsinya adalah:
1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu
Sekertaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum
di desa
2) Pembinaan masalah pertanahan
3) Pembinaan ketentraman, dan ketertiban
4) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan,
penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan
pengelolaan profil desa
d. Kasi Kesejahteraan : Abd Rohhim
Adapun Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsinya adalah: ‘melaksanakan pembangunan sarana prsarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehtan, dan tugas
sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga

dan karang taruna.
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e. Kasi Pembangunan : Yanto Purbowo
f. Kaur Tu Dan Umum : Danang Samsul
Adapun Tugasnya adalah: Membantu Sekertaris Desa dalam urusan
ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Sedangkan Fungsinya adalah:
1) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi
2) Penataan administratif perangkat desa dan kantor, penyiapanrapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan
pelayanan umum
Kaur Keuangan : Saihul

Adapun Tuganya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan
perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Fungsinya adalah: pengurusan administratif keuangan,
administratif sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administratif keuangan, dan administratif penghasilan” Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya
Kaur Perencanaan : Suraji

Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan
perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan
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Sedangkan Fungsinya adalah: menyusun rencana anggaran
pendapatan danbelanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan

Staff Pelaksana : Mohammad Yatim, S.T

Kepala Dusun : Selatan : Rahman

Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
tugasnya diwilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsinya adalah:

a. Pembinaan ketentraman dan Kketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah

b. Mengawasi pelaksanaan pembanguna diwilayah dusun yang
bersangkutan

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
dan

d. Melakukan upaya-upayapemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan

desa.
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B. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten

Probolinggo

Dalam prinsip-prinsip good Governance diantaranya adalah tegaknya
supermasi hukum, tumbuhnya transparasi yang di bangun atas dasar arus
informasi yang bebas dan informasi dapat perlu diaksesoleh pihak-pihak yang
berkepentingan dan memadai, perduli pada stakeholder, berorintasi pada
konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya
visi strategis.?®

Undang-Undang Desa digagas dengan seserius mungkin agar tetap
menjaga marwah dan khittah konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan
masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang
berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adatbeserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang Jo ketentuan Pasal 18 ayat (7)
yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang .’

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan
tentang Desa, yaitu:*®
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan

Daerah;

% Sumaryadi, | Nyoman, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan
PemberdayaanMasyarakat, (Jakarta, Citra Utama,2005), 24

%" pasal 18b Ayat 2 Uud 1945

%% Muhammad Arif, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan
Kekayaan Desa, (Pekanbaru; Red Post Press, 2007), 32.
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2. Undang-Undang No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai
Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat I11 di
Seluruh Wilayah Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah:Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan
bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota yang digunkan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,
pembiayaan kemasyarakatan.?

APBN adalah anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat.

Kekayaan Negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik

Negara bukanlah pengeluaran konsumtif melainkan pengeluaran produktif

yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN. Dengan

2 Rendy Adiwilaga DKk, Sistem Pemerintahan Indonesia,(Yogyakarta:Cv. Budi
Utama,2018),189
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perkataan lain, meskipun dipisahkan dari APBN, namun dalam waktu tertentu
dan secara berangsur-angsur diharapkan dapat ‘bergabung’ kembali. APBN
diadakan berdasarkan atas kuasa undang-undang yang membangi wilayah
Negara kesatuan Kkita menjadi daerah-daerah otonom. Demikian juga
kedudukan perusahaan daerah terhadap APBN adalah seruapa dengan
kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN.*

Menurut peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241
Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperentukan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.*

Bentuk keperdulian pemerintah terhadap pembangunan wilayah
pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang
dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD untuk
membangun wilayah pedesaan yakni dalam bentuk ADD.*?

Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang
desentralisasi ~desa diawali dengan digulirkannya ~ ADD. Pengelolaan
merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisiran, pengarahan dan

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-

%0 siti Khoiriah, Utia Meylina, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan
RegulasiKeuangan Desa, Jurnal Masalah Hukum, Jilid.46,No 1, Januari 2017), 23

31 peraturan Menteri Keuangan Ri No.241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggung
JawabanTransfer Ke Daerah Dan Dana Desa

%2 Sumaryadi, | Nyoman, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan
PemberdayaanMasyarakat,( Jakarta, Citra Utama,2005), 24
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sumberdaya organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan.®

Suatu Anggaran Dana Desa adalah bagian dari keuangan yang
diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa
tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai penyelenggaran
kewenangan desa yang mencakup penyenggaran pemerintah, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk mengetahui manajemen penglolaan dana desa di Desa bermi
kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini peneliti
mewawancarai beberapa informan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana
manajemen peneglolaan dana desa di Desa Bermi Kecamatan Krucil
Kabupaten Probolinggo. Adapun informan pertama atas nama poniman
selaku skretaris desa Bermi menyatakan

“Untuk dana desa sendiri asal dana dari APBN yang besaranya
ditentukan oleh indek desa membangun yang berkategori dari desa
berkembang, maju, mandiri, untuk desa probolinggo sendiri sudah
tidak ada desa yang tertinggal sejak tahun 2021, sedangan untuk desa
bremi masuk dalam Kkategori desa maju, pengunaan dana desa
sendiriuntuk pembangunan dan pemberdayaan dan pemyelenggaraan
pemerintahan di infratuktur desa, yang terdiri isu stanting dana desa
penyelanggaraan posyandu yang memang di prioritaskan”

%% Stoner,James A.F, Management Englewood Chifft,(Nj: Prentice Hall Inc, 2006), 43.
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Selanjutnya Poniman menejelaskan terkait mekanisme atau SOP
prosedur pengelolaan dana desa, beliau menyatakan :*

“Maksimal 3 bulan dilantik kepala desa membuat RPJM des rencana
pembangunan rencana desa selama masa jabatan 6 tahun rpjm ini
adalah visi misi kepala desa waktu mencalonkan, kemudian di
tuangkan lagi menjadi rkpd rencana kerja pemerintah desa pertahun
selanjutnya di lanjut musdes musawarah desa dari bulan juli sampai
saptember, musdes melibatkan masyarakat tokah agama, posyandu
lembaga kemasyarakatan PKK POSYANDU, KARANG TARUNA,
RT, kemudian akhir bulan desember desa sudah menentapkan angaran
belanja desa kepada KPKN,lalu laporan penyelenggaraan pemerintah
desa kepada bupati, untuk pengajuan surat pembayaran ke kepala
desa dalam sebuah tujuan untuk kebutuhan desa baik pembangunan,
pemberdayaan maupun yang lainya yang tersentuh oleh dana desa
sendriri,”

Penejelasan tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 1 Bab 3 Peraturan
Bupati Probolinggo No.80 Tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian,
penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa di Kabupaten
Probolinggo tahun 2021 yakni :** “PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA Pasal 3 Rincian Dana Desa setiap Desa di daerah
Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan : a. Alokasi Dasar; b Alokasi Afirmasi; c. Alokasi Formula; d.
Alokasi Kinerja”

Desa bremi merupakan desa yang dibilang cukup maju karena potensi
SDA vyang berada di kawasan desa iklim tersebut sangat memperuntungkan

bagi kesejahteraan masyarakat jika dikaitkan dengan Perbup tersebut maka

% Poniman ,Wawancara Pada Tanggak 27 September 2022 Pukul 14.15 Wib Di Desa
Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo

% pasal 1 Bab 3 Peraturan Bupati Probolinggo No.80 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten
Probolinggo Tahun 2021
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Anggran Dana Desa bremi termasuk dalam Alokasi kinerja sebagamiana
dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1-3 Bab 3 Peraturan Bupati Probolinggo No.80
Tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan
pertanggungjawaban dana desa di Kabupaten Probolinggo tahun 2021 yakni
:36

1. Alokasi Kkinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dibagi
kepada desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa,
pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil
(outcome) pembangunan desa, dengan bobot :

a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

b. pengelolaan dana desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima
persen); d. capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot
35% (tiga puluh lima persen).

2. Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa di
Daerah.

3. “Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari
data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa

Disisi lain, Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya

bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa.

% pasal 7 Ayat 1-3 Bab 3 Peraturan Bupati Probolinggo No.80 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten
Probolinggo Tahun 2021
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Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim
Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim
Pelaksana Desa di Desa bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo
dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan
memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik
yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha
pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan
ADD.¥

Akan tetapi seiriing berjalnnya waktu, kita mengetahui bahwa
pengaruh Covid-19 telah membuat beberapa perubahan dalam system
pemerintahan, bahwa Anggaran dana desa itu secara tidak langsung

berpengarauh dalam covid 19, seperti halnya yang dikatan oleh Yusup,S.H

Selaku kepala desa menyatakan bahwa :*

“Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu hanya sebagai
gambaran umum mengenai tentang dana desa itu untuk apa,
berhubung disini ada otonomi daerah, desa wajib singkron dengan
daerahnya atau kabupaten biasayanya itu ada peraturan bupati atau
Perbub yang menjadi dasar atau acuran desa dalam pengelolaan dana
desa meskipun ada peraturan yang lainya seperti peraturan Mendgri
peraturan mentri desa namun tetap peraturan bupati yang harus-jadi
pokok utama jika perbub-itu tidak muncul maka secara otomatis kita
tidak bisa eksekusi. Pada tahun 2020-2021 ini kita seringkali
perubahan APBDes ketika muncul wabah COVID-19 ini sehingga
aturan-aturan ini sering kali berubah-rubah bisanya Cuma satu kali
perubahan tahun 2020-2021 sering kali melakukan perubahan karna
ada sesuatu yang mendesak rencananya pada musyawah desa tahun
2019 mau dieksekusi pada tahun 2020 berubah aturanya juga

%7 Tantry Hapsari Hardiyan, Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten
Sragen, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, 6

% Yusup, Wawancara Pada Tanggal 27 September 2022 Pukul 10.30 Wib Di Desa Bremi
Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo
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mengikuti dari peraturan bupati juga. Berupa bantuan sosial seperti
bantuan BLT Desa, alat kesehatan dsb. Yang terlibat dalam
pengelolaan dana Desa itu ada BPD, PK (Pelaksana Kegiatan), LPM
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)”

Hal itu selaras dengan dikeluarkannya PERBUP Kabupaten
Probolinggo No. 80 Tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran,
penggunaan dan pertanggungjawaban dana Desa di Kabupaten Probolinggo
tahun 2021 yang termaktub dalam pasal 15 yakni :*

1. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk
pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

2. Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan
Dana Desa. (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan dipertegas kembali pada pasal 16 yakni :*°

1. Pemerintah Desa mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan
anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan
nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA di Sistem
Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah

tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara

% pasal 15 Perbup Kabupaten Probolinggo No. 80 Tahun 2022 Tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten
Probolinggo

“0 Paasal 16 Perbup Kabupaten Probolinggo No. 80 Tahun 2022 Tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten
Probolinggo
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periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan
masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan
yang disusun secara komprehensif dan sistematis.*

Dalam hal ini Sekertaris Desa berdasarkan Pasal 30 ayat (1)
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 berkewajiban untuk:*?

1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana
kegiatan;

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

3. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa
utamanya dalam tahapan pelaksanaan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa
di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP
Nomor 47 Tahun 2015 juga menyebutkan bahwa pelaksanaan kekuasaan
pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasakan sebagian
kekuasaannya kepada perangkat desa. *

Dalam hal ini perangkat desa yang dimaksudkan adalah pelaksana
kegiatan sebagai unsur pelaksana kegiatan dan sekertaris desa yang meneliti

dan meverifikasi SPP. Pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan keuangan

* Tantry Hapsari Hardiyan, Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten
Sragen,7

*2 pasal 30 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

3 Pp Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pp Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Dana Desa
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desa harus sebangun dengan penggunaannya. Hal ini dijelaskan dalam PP
Nomor 60 Tahun 2014 jo PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang
menyebutkan bahwa penggunaan dana desa diperuntukkan untuk
penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
kemasyarakatan. Penggunaan dana desa ini mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.**
Penggunaan dana desa ini digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan
desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri teknis yakni kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Maka secara umum partisipasi masyarakat dalam menentukan
Manajemen pengelolahan Dana desa wajib diikutsertakan berdasarkan
wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada poniman selaku sekretaris
desa Bermi yakni :*°

“Selama pihak desa setiap kegiatan baik pembangunan maupun yang

lain itu di publikasikan transparan terhadap masyarakat agar

masyarakat tau, bahwa sanya system pemerintahan khusunya di desa
bermi ini paham berapa besaranya dalam sebuah pembangunan
cvontohnya pembangunan jalan, disana agar kalangan masyarakat tau
dampak baik terhadap masyarakat untuk tidak menimbulkan rasa
kecurigaan atas penyelewengan dana desa tersebut, selanjutnya
dampak positif tranfaransi terhdap masyarakat ini selama ini berjalan
baik meski ada beberapa masyarakat yang masih kurang puas atau
menduka hal penyelewengan pengelolaan dana desa, dapat di ambil

kesimpulanya bawah dengan adanya manajemen tranfaransi terhadap
masyarakat ini berdampak baik”

** PP Nomor 60 Tahun 2014 Jo Pp Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa
** Poniman, Wawancara Pada Tanggak 27 September 2022 Pukul 08.00 Wib Di Desa
Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo
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Kemudian selanjutnya Kasi Pembangunan Yanto Purbowo penjelaskan
mengenai pembangunan ataupun pengelolaan yang ada di Desa Bremi ini
“Untuk pembangunan di bidang saya yaitu di usuran ketatausahaan
dan administratif kantor sementara ini untuk urusan pembuatan
dokumen keluarga sepersi, KK, Akta, KTP dan lain-lain di Desam
Bremi berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat
khususnya karna dokumen tersebut sangat dibutuhkan di bidang
apapun sehingga pemerintahan Desa selalau memberikan Pelayanan
yvang terbaik kepda Masyamkat”“'6
Mengapa hal itu terjadi dan wajib dilaksanakan, jika dikaitkan dengan
Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Kewenangan Desa
pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat.*’
Keuangan desa diatur dalam  pasal 71-75 Undang-undang Desa.
Pasal 71 ayat 1 dinyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
desa.” Selanjutnya, pengaturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang
terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di
antaranya:*®
1. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa.

2. PP. No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No.22

*® Yanto, wawancara pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB
* pasal 18 Bab Iv Undang-Undang No.6Tahun 2014 Tentang Desa
*8 pasal 71 — 75 Undang Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
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Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Dana Desa yang bersumber dari APBN.

PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014.
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.

Permenkue No. 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke
Daerah dan Dana Desa.

Permenkeu N0.93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 49/
PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Permenkeu N0.205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Permenkeu No0.222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Permendes PDTT No.5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa dalam Pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah dirubah
dengan permendes PDTT Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam permendesa tersebut
disebutkan secara rinci tentang program/kegiatan yang dapat didanai oleh
alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokan

besar yaitu dibidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
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Desa.

Dalam Pasal 19/UU No.6Tahun 2014 Desa memiliki kewenangan
berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang
ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah
Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintahan,
pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan perundang- undangan.*

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VI
Tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa. pasal 68 Ayat (1)
Masyarakat Desa berhak:*

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan
masyarakat Desa;

2.  Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

3. Menyampaikan aspirasi,saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara
bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaran pemerintahan
desa,pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan masyarakat desa;

4. Memilih, dipilih, dan/ atau ditetapkan menjadi :

a. Kepala desa;

b. Perangkat desa;

*° pasal 19 Bab Iv Undang-Undang No.6Tahun 2014 Tentang Desa
%0 pasal 68 Ayat (1) Bab Vi Undang-Undang No.6Tahun 2014 Tentang Desa
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c. Anggota badan permusyawaratan desa; atau
d. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.

5.  Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman
dan keterlibatan di Desa.

6. Masyarakat Desa berkewajiban Membangun diri dan memelihara
lingkungan desa;

7. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,dan
pemberdayaan kemasyarakatan Desa yang baik;

8. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa;

9. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan

10. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa

Maka dengan hal itu peneliti mendapatkan informan terkait partisipasi
atau dampak yang diberikan pemerintah kepala desa terhadap masyarakatnnya
melalui salah satu warga yang bernama mahdi, mahdi mengungkapkan
bahwa:**

“Memandang untuk pengelolaan dana desa sendiri di desa bremi di

bandingan dengan desa lain ini baik dari tranfaransinya keterbukaan
setiap pembangunan, infatruktur maupun yang lainya, disisi lain dalam
pengelolaan wahana wisata, lingkungan, kesehatan, bahkan di desa
bremi mempunyai wahana wisata BREMI ECO PART yang dikelola
langsung oleh bumdes Pemetaan proker SESUAI tupoksi
pemerintahan desa TPK tim pelaksana lapangan, yang melakukan

menawaran di bawab 200 juta cukup satu toko, di atas 200 juta harus
ada penawaran”

5! Mahdi, Wawancara Pada Tanggal 27 September 2022 Pukul 14.15 Wib Di Desa Bremi
Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo
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Sedangkan untuk pengelola wisata juga memberikan penjelasan
terhadap perkembang kampung wisata/Iklim pada desa bremi tersebut. Dalam
hal ini Julio selaku penjaga wisata memebrikan penjelasan :>2

“Ketertarikan pengunjung mengalami pasang surut setiap minggunya.

Mungkin hal itu dikarenakan masih kurang lengkap nya sarana

prasarana wisata yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, lalu akses

jalan yang belum dilebarkan atau dibenahi yang menjadi kendala juga
serta peningkatan kualitas wisata harus ditingkatkan mengingat
pengunjung juga biar tidak bosan atas wisata wisata yang disuguhka”.

Dengan demikian sesuai dengan penejlasan diatas maka desa bremi
merupakan desa yang terbilang maju dikarenakan letak geografis yang
mendukung untuk dijadikannya desa wisata sekaligus pengelolahan desa
wisata harus diperhatikan secara berkelanjutan mengingat terdapat dampak
dampak yang diberikan itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan
masyrakat mulai ekonomi kreatif hingga pembangunan maka mekanisme
check and balance harus selalau di kawal di perhatikan menngingat desa
merupaka suatu wilayah pemerintahan yang palinng bawa sangat rentan
dengan adanya Korupsi, hal tersebut sangat mungkin terjadi karena anggran
desa setiap tahunnya dalam UU No.6 Tahhun 2014 Tentang desa ditetpakan 1
hingga 1,3 Milyar, hal tersebut diperuntukkan tidak hanya pembangunan desa
melainkan pemberdayaan masyrakat berupa kesejahteraan ekonomi sosial,
pendidikan maupun budaya semua tertuang dalam Anggaran tersebut

Dari penjelasan diatas bisa digaris bawahi mekanisme pengelolahan

dana desa harus sesuai peraturan perundnag undangan yang belaku baik UU,

PP, Perpu hingga PERBUP, hal itu harus di singkronisasikan antara pengutan

52 Wawancara Julio Pada tanngal 21 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB
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dalam proses implementasi Dana desa agar konteks mashlahat selalu tetap
terjaga dari beberapa gangguan maupun kecuranagn oknum yang
melibatkannya.

C. Bagaimana pengelolaan Dana Desa perspktif UU nomor 6 tahun 2014 di
Desa bremi kecamatan krucil kabupaten probolinggo

Desa Bremi merupakan salah satu desa yang menerima dana desa
yang berasal dari Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan
pelaksanaan dan setelah dilaksanakan akan dipertanggung jawabkan.
Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan
prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa.

Perencanaan suatu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan
sesuatu tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan
program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut.
Kegiatan perencanaan merupakan titik tolak yang sangat penting untuk
mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. Oleh karena itu setiap program
kegiatan yang akan dilaksanakan maka langkah awal adalah melakukan
perencanaan yang matang untuk menentukan kegiatan bersama dalam sebuah
organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan nantinya akan tercapai
dengan maksimal. Dalam perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan
dana dibutuhkan sebuah perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut.
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Pengelolaan di Desa Bremi disusun berdasarkan hasil kesepakatan
dalam musrenbang desa, sehingga rancangan pembangunan desa hasil
musrenbang desa, merupakan data awal bagi penyusunan rancangan RPJM
Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Musrenbang Desa
dilaksanakan dengan melibatkan masyaraKat desa secara partisipatif.
Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dalam
musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan memuat VISI dan MISI
kepala Desa terpilih dan arah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan
RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 satu tahun anggaran. RPJM Desa disusun dan direncanakan dengan
mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan
kabupaten/kota dengan mempertimbangkan atas evaluasi pelaksanaan RKP
Desa tahun sebelumnya.®

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan hal yang penting Dalam
satu desa sebagai pendorong peningkatan pembangunan desa itu sendiri.
Yang meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan dan
Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalan oleh Pemerintah Desa
didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan menjalankan tugasnya
dengan baik. Dan tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam
pengawasan Alokasi Dana Desa.

Sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa mengatur bahwa pemerintah desa wajib menyusun Rencana

> Yusuf (Kepala Desa) Wawancara Pada 27 September 2022 Pukul 13.00 di Desa Bremi
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Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dokumen RPJMDes wajib dibuat oleh Pemerintah Desa yang telah
melakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung dalam rangka tetap
menjaga kesinambungan pembangunan desa.>

Pembangunan dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan sebagai
terjemahan atau padanan istilah: development, growth and change,
modernization, atau bahkan juga progress Makna yang terkandung dalam
istilah pembangungan merujuk pada arah yang positif, dan bermanfaat bagi
kehidupan manusia secara individual maupun bagi masyarakat umumnya
sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan upaya-upaya
untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun
masyarakat luas.”

Demikian juga dengan pembangunan desa yang merupakan bagian
dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sesuai dengan konsep
dari pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

>* Andi Sitti Aisyah, Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam
Peningkatan Taraf

Perekonomian Masyarakat Di Desa Pattangnga Kec.Bola Kab.Wajo, ( Skripsi, Universitas
Muhammadiyah Makasar, 2020) 67.

% Aprilia, T. Dkk. Pembangunan Berbasis Masyarakat : Acuan Praktis Bagi Praktisi, Akademis,
Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat, ,Cetakan Kel (Alfabeta:Bandung, 2014).7
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Pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah
desa dalam menjalankan  pemerintahannya dengan telaksananya
pembangunan fisik dalam bentuk sarana dan infrastruktur.>®

Pemerintah desa dalam mendanai kegiatan pembangunan untuk
kepentingan masyarakat menggunakan belanja modal yang dialokasikan oleh
pemerintah desa untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan
untuk  kepentingan masyarakat pedesaan. Kegiatan pembangunan
menghasilkan  berbagai  fasilitas umum seperti jalan, jembatan,
telekomunikasi, listrik, gedung sekolah dan rumah sakit, pasar dan berbagai
fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.>’

Hakikat dari pemberdayaan masyarakat desa adalah proses di mana
masyarakat diberikan kekuatan dan kesempatan untuk meningkatkan harkat
dan martabatnya, sehingga masyarakat memiliki ketahanan dalam berbagai
sektor dalam lini kehidupan secara mandiri. Masyarakat yang mandiri sebagai
partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-
kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan
masalah secara mandiri. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses
pembangunan dan pemerintahan desa.>®

Sejalan dengan pernyataan tersebut konsep pemberdayaan masyarakat

desa dapat dihubungkan dengan konsep masyarakat atau individu yang

*® Deri Firmansyah, Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Jurnal
Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol. 3, No. 2, Mei 2020 Issn 2615-7896, 4

" Deri Firmansyah, Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, 5

58 Adam, Y., & Nimasari, P. E, Model Pemberdayaan Masayarakat Desa Berbasis Komunitas.
Jurnal Prodi llmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiya Ponorogo. Vol. 6, No. 1 2018., 7
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mandiri dan partisipatif. Terlaksananya pembangunan desa merupakan salah
satu faktor yang dapat memberikan motivasi tentang bagaimana masyarakat
di pedesaan dapat memahami dirinya sendiri, termasuk kemampuan
masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya.*®

Tindakan konkrit yang bisa dilakukan yakni, penyediaan berbagai
input serta memberikan akses pendukung potensi yang bisa membuat
masyarakat menjadi makin berdaya, yakni dengan memberikan kepercayaan
kepada mereka dalam mengelola input dan peluang tersebut untuk terus
berkembang menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.®

Berdasarkan pengelolaan anggaran dana desa di atas, APBDes
merupakan salah satu program pemerintah desa dalam mengelola anggaran
desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Desa. Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya, 28 APBDes berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 8 ayat 1 terdiri atas:
1. Pendapatan Desa

Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 9 ayat

% Adam, Y., & Nimasari, P. E, Model Pemberdayaan Masayarakat Desa Berbasis Komunitas, 8
8 Adam, Y., & Nimasari, P. E, Model Pemberdayaan Masayarakat Desa Berbasis Komunitas, 9
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(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf
a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa. Berdasarkan pasal 9 ayat 2, “Pendapatan Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 terdiri atas kelompok a)
Pendapatan Asli Desa (PADesa); b) Transfer; dan c) Pendapatan lain-
lain”.
Belanja Desa

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan Kklasifikasi
belanja desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf b,
terdiri 29 atas a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Pelaksanaan
Pembangunan Desa; ¢) Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Pembiayaan desa

Pembiayaan desa berdasarkan pasal 18 ayat 1 peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Penggelolaan Keuangan
Desa, Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf ¢ meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
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pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.®*

®1 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Bahwa Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bremi Kecamatan Krucil
Kabupaten Probolinggo ialah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, baik UU yang mengatur tentang Desa hingga
Peraturan Bupati yang secara langsung adanya Desa wisata dan juga Desa
Maju sebagai pembangunan untuk Masyarakat, hal itu harus di
singkronisasikan antara pengutan dalam proses Implementasi Dana desa
agar konteks mashlahat selalu tetap terjaga, dari beberapa gangguan
maupun kecurangan oknum yang melibatkannya, hal itu selaras sesuai
dengan cita serta prinsip-prinsip good Governance.

2. Pengelolaan Dana Desa perspktif UU nomor 6 tahun 2014 di Desa bremi
kecamatan krucil kabupaten probolinggo yaitu sesuai dengan Undang-
undang Desa maupun Undang-undang Tentang Pengelolaan keuangan
Desa, pada intinya pembangunan masih belum sepenuhnya berjalan baik
karna masih ada beberapa yang masih tidak di laksanakan di karenakan
keterbatasan, sebagaimana contoh ekonomi lokal sangat berkembang tapi
pembangunan jalan masih belum merata. Akan tetapi secara pelaksanaan
Desa Bremi masih menjadikan Peraturan Perundang undangan sebagai
acuan dalam  melaksanakan  pembangunan tersebut. = Misalnya

pembangunan Desa Wisata, Ekonomi kreatif hingga Kampung Iklim.

62



63

B. Saran Saran
Sebagai akhir dari karya ilmiah ini, penulis ingin memberi saran yang
sesuai dengan judul dan dianggap penting untuk dilaksanakan, usulan tersebut
tertera sebagai berikut:

1. Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bremi Kecamatan Krucil
Kabupaten Probolinggo keterlibatan masyarakat mampu menjadi ujung
tombak dalam hal pengawasan terhadap Dana Desa, karena masyarakat
pada dasarnya paling mengetahui kebutuhanya di Desa serta keadaan.

2. Dalam pengelolaan Dana Desa perspktif UU nomor 6 tahun 2014 di Desa
desa seharusnya dibutuhkan sinergi yang kuat antara stakeholder dan juga
masyarakat dalam menangani pembangunan tersebut agar pembangunan
lebih tertata rapi dan professional, membuat tim khusus pembangunan di
bentuk langsung oleh beberapa pihak semisal Dari Pemerintahan
Kabupaten lalu sepenuhnya di serahkan kepada Pemerintahan Desa dan
Masyarakat Dengan tujuan pengawasan ketat adanya pengelolaan dana
Desa. agar proyeksi pembangunan desa tersebut lebih terarah dan

konsisten dan sesuai dengan UU tentang Desa.
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PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN
Bagaimana Manajemen Dana Desa
Bagaimana standart Operasional Prosedur Dana Desa
Bagaimana dampak manajemen Dana Desa terhadap Masyarakat
Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa
Bagaimana Proses pemetaan Program kerja terhadap konsep alokasi dana
desa
Apakah pengeloaan dana desa di desa bremi sudah sesuai dengan Undang-

undang Nomer 6 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa



Lampiran — Lampiran Observasi

>

wawancara dengan kaur TU dan umum tentang bagaimana tupoksinya



i :
Wawancara dengan Staf Pelaksanaan dan pemberdayaan Masyarakat



o\

Bangunan terjunan Air (BTA) adalah bangunan yang dibuat di tempat tertentu,

dimana aliran air setelah melewati bangunan tersebut akan merupa terjunan.



4>:‘.i:~
Pengelolaan air dapat dilakukan dengan membuat Saluran Pengelolaan Air
(SPA) dimana di Desa Bermi dikelola dengan baik dan dipergunakan sebagai

irigasi untuk mengairi lahanpertanian warga.

Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan, di Desa Bermi juga
sudah menerapkan pola pertanian terpadu dimana terdapat lahan yang
digunakan untuk peternakan, perikanan dan pertanian dalam satu kawasan.



PAMSIMAS Il
DESA BERMI
2018

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,pelayanan air minum dan sanitasi telah

menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.

Jalur Evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area ke area Titik

Kumpul (area aman)
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